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BUPATI LAMPUNG TIMUR
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PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 1}l TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH

o

I

(y

9.

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BUPATI LAMPUNG TIMUR ,

babhwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan dan masvarakat serta terciptanya kondisi yang kondusif dan
terpeliharanya stabilitas Kabupaten Lampung Timur, dipandang perlu
melakukan kerjasama antara Aparatur-aparotur Pemerintah di Dacrah
melalui Forum Musyawarah Pimpinan - Dacrah Kabupaten  Lampung,
Timur;

bahwa agar pelaksanaan  dimaksud  butir (a). tersebut diatas  dapat
terkoordinasi  berdayaguna berhasilguna, dipandang perlu  ditctapkan
dengan Peraturan Bupati.

Undang—undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dacrah
Tingkat I Lampung ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 2688);

Undang—-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Dati I Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya
Dati 11 Metro (Lembaran Nepara Tahun 1999 Nomor 46, Tambaban
Lembaran Negara Nomor o 38295):

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(L embaean Meeaoa Talon 2000 T oo 15 Fambabian Temboran Dlepne

Plomen T EE)

Peraturan Pemcermtah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi keglatan
Instansi Vertikal di Dacrah:

Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2000 tentang, Pengelolaan dan
Pertanginginwaban Kenanpan Dactaly,

feeputusan Presaden Nomor T b TORG tentang Musynwirah Panpinan
Dacrah;

Foepntusan Nentert Dalin Neeert Nomos 2O Tahon J000 tentang
Pedoman Penporasan Pedtanpanpgasaban dan Penpasasan leuanpran
Dacral serta tata cara Penyusunan Anpparan Pendapatan dan Belanga
Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dacrah dan Penyusunan dan
Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacerah.

Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000
tentang  Pembentukan Organisast dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten, Sckretariat DPRD - dan Pemerintah - Kecamatan Kabupaten
Lampung Timur (Lembaran Dacrah Tahun 2000 Nomor 39).

. Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2003

tentang Anpearan Pendapatan dan Belanga Dacrah,



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG
PENYELENGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAL
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Bab 1

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam keputusan int yvang dimaksud dengan :

I

il

.

0.

Dacrah adalalh Kabupaten Lampung Timur,

Musyawarah Pimpinan Dacrah vang selanjutnya disebut Muspida adalah
Musyawarah Pimpinan Dacrah Kabupaten Lampung Timur.

Bopate adalah Bupate I ampong Tinn
Wakil Bupate adalahy Walal Bupate ampung inur,

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disebut Ketua
DPRD adalah Ketua Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten
Lampung Timur,

Komandan Distrik Militer 0411 Lampung Tengah yang selanjutnya discbut
Dandim 0411 Lampung Tengah adalah Komandan Komando Distrik
Militer 0411 Lampung Tengah yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten
Lampung Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.

Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Kapolres adalah Kepala
Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Timur

Kepala Kejaksaaan Negeri yang selanjutnva disebut Kajari adalah Kepala
Kejaksaan Negeri Sukadana.

Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Sukadana
Kabupaten Lampung Timur.

. Sckretaris Dacrah adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Lampung Timur.

. Anggota tetap adalah anggota tetap Muspida Kabupaten Lampung Timur

vang terdiri dari Bupati. Kapolres, Dandim dan Kajari yang wajib hadir
pada sctiap penycelenggaraan pertemuan Muspida.

. Anggota tidak tetap adalah anggota tidak tetap Muspida Kabupaten

Lampung Timur yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur

dan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana yang keikutsertaannya dalam
pertemuan Muspida hadir apabila diperlukan.

Bab 11
PENYFLENGGARAAN MUSPIDA

= Pasal 2

Muspida adalah suatu Forum Musvawarah Pimpian Daerah vang bersifat
konsultatif dan koordinatif antara Bupati dengan Kapolres, Bandim, Kajari dan
Aparatur Pemerintah lainnva di Dacrah dalam rangka mencgakkan dan
memelihara stabilitas TPOT TR SOSBUD JIANE AM di Dacrah,

Pasal 3

Tujuan penvelenggaraan Muspida adalah

NMenpgloordmaailon meneinteprasthan dan menganhronraarloan
pelaksanaan tugas Aparatur Pemermtah di Dacral secara berdayagpuna dan
herhactilornnag



b. Melakukan Penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman
dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang
dipandang  perlu,  baik yang  bersifat pencegahan maupun
penanggulangannya.

¢.  menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan /
program pemerintah puna mewujudkan  stabilitas  IPOLEKSOSBUD
HANKAM dalam rangka mensukseskan pembangunan.,

Pasal 4

Pertemuan Muspida dihadiri oleh :
a. Para Anggota Tetap Muspida yaitu

1. Bupati Lampung Timur

2). Wakil Bupati Lampung Timur

3. Kapolres Lampung Timur

4). Kajari Sukadana

5). Dandim 0411 Lampung Tengah
b. Para Anggota Tidak Tetap Muspida yaitu :

1), Ketua DPRID Kahupaten Lampung Timur

2. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana

(@]

. Sckretaris Muspida yaitu Sckretaris Dacrah Kabupaten Lampung Timur

Pasal 5

(1Y Pertemuan Muspida dipimpin oleh Bupats

() Pertemuan Muspida sebapaimana dimaksud pada ayat (1), diselengparakan
selurang lovangnya ekl datame sebubin atn sewaltn waktn apabila
diperlukan.

(3) Sctiap pertemuan Muspida harus dihadiri / ditkuti oleh Pejabat yang duduk
scbagai anggota tetap dan Sekretaris Muspida tanpa berwakil kecuali dalam
hal-hal tertentu pertemuan Muspida juga dihadiri olah Anggota tidak tetap.

(4) Apabila karcna scsuatu hal,  pejabat
menghadiri / mengikuti pertemuan tersebut,

ain pada instansinya untuk

Pasal 6

Permasalahan vang dimusyawarahkan dalam forum Muspida adalah yang
mempunyai bobot dan  nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan
memelihara stabilitas IPOLEKSOSBUD HANKAM dan pembangunan di
Dacrah sesuai dengan peran masing-masing anggota.

Pasal 7
(1) Musyawarah dilaksanakan atas dasar saling pengertian antar Peserta,

(2) Pangkal tolak musyawarah schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
mntuk memecahkan scgala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan
tupas schagaimana dimaksud pasal 3



Pasal 8

(1) Pimpinan  Musyawarah menempuh segala  kebijaksanaan untuk dapat
mencapai pemutakatan dan kebulatan pendapat.

(2) Anggota  Muspida  bertanggungjawab  untuk  melaksanakan  hasil
musyawarah.

Jasal 9

Sekretaris Dacrah karena jabatan bertindak sebagai Sekretaris Muspida.

Pasal 10
Sekretaris Muspida mempunyai tugas :
a. Membantu Bupati dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Muspida;

b.  Mempersiapkan agenda pertemuan Muspida dan menyediakan bahan-
bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut:.

c.  Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan Muspida;
d.  Mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait;

c.  Memantau tindak lanjut hasil pertemuan Muspida dan melaporkan hasilnya
kepada Bupati.

Pasal 11

Untuk membantu kelancaran tugas Sckretaris Muspida dibentuk Sekretariat
Muspida dengan susunan keanggotaan scbagaimana tertuang dalam lampiran 1
keputusan ini.

Pasal 12
Sekretariat Muspida dimaksud dalam pasal 11 mempunyai tugas :

a. Menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan didasarkan pada
empat kriteria, yaitu :
1y Pengamanan kebijaksanaan pemerintah pusat / pemerintah daerah
bersama-sama instansi terkait:

2)  Penanganan dan pengamanan terhadap masalah-masalah yang aktual
dan keresahan masyarakat sccara dini;

d
—

Masalah  masalah vang berkattan dengan pemikiran / gagasan untuk
menentukan kebijaksanaan vang akan datang:

Ay Masalah menonjol vang berhembang yang perlu sepera ditangant

Lo NMenyiaphan  bahan o pectemuoan Muosprda denpgan menelitn bobot

permasalahannya; .

¢. Mecrumuskan bahan pertemuan  Muspida untuk diserahkan kepada
Sckretaris Muspida;

d. Munyusun dan menvebarluaskan hasil pertemuan Muspida:

c. Mengelola anggaran biaya yang diperlukan dalam kegiatan Muspida.



Bab 111
PEMBIAYAAN
Pasal 13
(1) Kepada anggota Musvawarah Pimpinan Daerah diberikan honorarium
dengan jumlah scbagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
(2) Kepada Tim Sekretariat Muspida diberikan honorarium yang besarnya
scbagaimana tercantum pada lampiran [11 Keputusan ini.

Pasal 14

(1) Biaya yang dikeluarkan dalam

dibebankan kepada Anggaran P
Lampung Timur.

rangka pelaksanaan  Keputusan ini
cndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

(2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Lampung
Timur No. B. 12170 1/UK/2004 tentang Perubahan Atas Lampiran 11, 111
dan IV Keputusan Bupati Lampung Timur Tentang Penyelenggaraan
Pembentukan Musyawarah Pimpinan Dacrah Kabupaten Lampung Timur
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bab IV
PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih Tanjut oleh Scekretarts Dacrah selaku Sckretaris
Muspida.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sukadana

Tembusan Yth.:

. Bapak Gubernur Lampung.

1
2. K:tua DPRD Kabupaten Lampung Timur.

3. Dandim 0411 Lampung tengah.

4. Kapolres Lampung Timur.

. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana.

. Ketua Bapeda Kabupaten Lampung Timur,

PAJ RAF pada tanggal : © weprecbes 2005

11 WK BUPATI ;
2.1 SEKDAKAE. 4 BUPATI LAMPUNG TIMUR,
3.IAS§. 1 z
4.1 ASS. 1T ! ,

- ﬂ' %’l >
5.1ASS. i _ .
6. ASS. TZ SATONO
7| BLE. HKM & OF 2
g | <

. Kepala Bagian Keuangan Sckretariat Daerah Kabupaten Lampung Tinur.
Masine-masing Pejabat Yane bersanckutan untuk  diketahur dan  dilaksanakan  sebagaimana

5
0
7. Inspektur Bawasda Kabupaten Lampung Tinur,
8
9



Lampiran | : Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor: 1 Tahun 2065
Tanggal : £ Septeooee2005

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MUSYAWARAH PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No. JABATAN R KET
1. Asisten I Bidang Pemerintahan Koordinator
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Wakil Koordinator
3. Asisten 11 Bidang Pembangunan Anggota
4. Asistten 1T Bidang Administrasi Anggota
5. Asisiten 1V Bidang Umum Anggota
0. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Anggota
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Anggota
8. Kepala Bagian Keuangan Anggota
9. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Anggota
10. | Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan
Umum Anggota
1. | Kepala Sub Bagian Anggaran Anggota
12. | Kepala Sub Bagian Protokol Anggota
13. | Staf Bagian Tata Pemerintahan Anggota 7 (tujuh) orang

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

.

SATONO —
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R Ry




Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor : 1 Tahun 2005
Tanggal : & Septociver 20085

DAFTAR BESARNYA HONORARIUM
ANGGOTA MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

UANG SIDANG DAN | j

No. NAMA JABATAN OPERASIONAL PER | KET |
e BUIAN [P—
! 2 | S B U S
I ANGGOTA TETAP MUSPIDA | |
1. Bupati Lampung Timur Rp 5.000.000.-
2. Wakil Bupati Lampung Timur Rp 5.000.000,-
3. Kapolres Lampung Timur. Rp 5.000.000.-
4. Dandim 0411 Lampung Tengah Rp 5.000.000,-
5. Kajari Sukadana Rp 5.000.000,-
II | ANGGOTA TIDAK TETAP MUSPIDA
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur. Rp 5.000.000.-
2 Ketua Pengadilan Negeri Sukadana. Rp 5.000.000,-
ITI. | SEKRETARIS MUSPIDA

Sekretaris Dacrah Kabupaten Rp 5.000.000,- ‘
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